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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan tentang tanah dalam kehidupan manusia  mempu-
nyai arti yang penting oleh karena sebagian dari kehidupannya
tergantung pada tanah dan dinilai sebagai suatu harta yang
mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidup-
an pada masa mendatang.

Tanah adalah tempat pemukiman manusia pada umumnya  di-
samping sebagai sumber penghidupan -bagi mereka yang mencari
nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan yang pada akhir-
nya taenah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir
setelah manusia itu meninggal dunia.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Wirjono Prodjo-
dikoro (1952 : 32) mengemukakan sebagai berikut :

Setiap manusia hidup, berdiri, duduk dam berbaring di a-

tas tanah tidak di dalam awang-awang, menyebabkan adanya

anggapan umum bahwa tanah adalah merupakan benda yang
nilai harganya tiada taranya bagi seorang pemiliknya.

Begitu pentingnya arti dan makna tanah terhadap kehidup-
an manusia pada umumnya sehingga dewasa ini di dalam kalangan
masyarakat dewasa ini, sering-sering timbul permasalahan-per-
masalahan yang menyangkut tanah, baik tanah pertanian, perke-
bunan maupun tanah untuk mendirikan bangunan perseorangan dan

bahkan untuk kepentingan umum sering mengalami hambatan.
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Faktor dominan yang menghambat masalah tersebut  karena
disatu pihak melajunya angka pertumbuhan penduduk, sedangkan
tanah kian sempit keadaannya, bukannya karena tanah menjadi
sempit, melainkan yang bertumpuk di atasnya dalam suatu kon=-
f1ik kebutuhan.

Olek karena pengaruh kebutuhan manusia terhadap tamah di
atas:sehingga sering memberi getaran di dalam kedamaian dan
sering pula menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat se=-
perti yang telah dikemukakan di atas.

Prinsip bahwa ketentuan hukum haruslah tetap dijadikan
sebagai landasan sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum, oleh karena sudah merupakan semboyan
yang universal bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai
dengan rasa keadilan masyarakat yang berarti bahwa orang yang
mempunyai hak wajib dilindungi oleh undang-undang.

Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas kesejah-
teraan ( prosperity ) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan
negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
tanpa mengabaikan asas-asas ketertiban keamanan ( security )
sehingga stabilitas nasional tetap terpelihara.

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Garis-Garis Be-
sar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR No.II tahun 1988, Bab IV ha-
laman 124, diuraikan sebagai berikut :

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus
dapat meningkatkan kese jahteraan rakyat. Untuk itu perlu




terus dikembangkan rencana tata ruang dan rencana tata
guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah
dapat terkordinasi antara berbagai jenis penggunaan de-
ngan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan
serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepen=-
tingan masyarakat dam kepentingan pembangunan. Di sam-
ping itu perlu dilanjutkan penataan kemball, penggunaan,
dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.

Hal tersebut di atas menggambarkan perlunya segera di-
perhatikan tertib pertanahan. Sebenarnya tertib pertanahan
ini telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.3
tahun 1978, tentang Fatwa Tata Guna Tanah, namun sejauh  ini
pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Hal ini
dapat dibuktikan dengan beberapa kali lembaga yang mengatur
tata guna tanah berganti nama dari Departemen Agraria, Depar-
temen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria dan terakhir
ini bernama Badan Pertanahan Nasional dengan keputusan Presi-
den RI, No.26 tahun 1988. Menjadi masalah pula apakah perbe-
daan dampak yang dapat ditimbulkan oleh peralihan nama itu
terhadap pengaturan tata guna tanah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis
sangat tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM RANGKA PENGATURAN TATA GUNA TANAH..

Harapan penulis agar penulisan yang sederhana ini dapat

berguna bagi pembaca dalam hal pengaturan tanah secara hukum

oleh Badan Pertanahan Nasional mengenai tata guna tanah.




1.2 Perumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengang-
gap bahwa tanah adalah tubuhnya maka untuk memahami  tulisan
dalam skripsi ini penulis mencoba merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Faktor-faktor apa saja yang merupakan penghambat ter-
hadap pelaksanaan tata guna tanah di wilayah hukum
Badan Pertanahan Kabupaten Dati II Luwu 9
2. Bagaimana jalan keluarnya atau cara pemecahannya jika
terjadi hambatan tersebut di atas ?
1.3 Metode Penelitian
Suatu karya ilmiah akan lebih sempurna bila datanya di-
peroleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang
tepat.
Demikian juga dalam penulisan ini, penulis berusaha un-
tuk memperoleh data yang kongkrit melalui penelitian dengan
cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan ( Library-Research )

Melalui penelitian ini penulis membaca buku-buku yang
ada hubungannya dengan materi skripsi yang akan dibahas
dan menelaah guna melengkapi landasan teoritis, dan juga
penulis membaca perundang-undangan yang ada kaitannya de-
ngan permasalahap yang akan dibahas.

b.-Penelitian Lapangan ( Field Research )

Penelitian lapangan dilékukan dengan cara wawancara



dengan pihak-pihak yang banyak berhubungan dengan pe-
laksanaan tata guna tanah, seperti petugas dari Badan
Pertanahan Nasional.
Dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian ..kepus-
takaan ini, penulis kemudian akan merumuskan suatu ke~
simpulan kwalitatif, yang selanjutnya dipergunakan seba-
gai dasar dalam mengajukan saran-saran guna mengatasi
permasalahan yang ada.

1.4 Komposisi Bab
Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab se=

bagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN yaitu pendahuluan dari rangkaian penulisan
skripsi ini yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang Masalah yaitu mengungkapkan hal yang
melatar belakangi penulis sehingga membahas skripsi
ini.

1.2 Perumusan Masalah, pada sub bab ini, penulis akan
memberikan rumusan dari uraian latar belakang yang
telah disebutkan sebelumnya sebagai penajaman pem-
batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1.% Metode Penelitian, disini penulis perlu menggunakan
suatu metode penelitian yang nantinya akan dapat
digunakan dalam pengumpulan data dan informasi.

1.4 Komposisi Bab, pada sub bab ini, sengaja penulis me-




nyusun komposisi agar skripsi ini dapat tersusun se-
cara sistematis serta memudahkan pemahaman terhadap

uraian yang akan dibahas.

BAB 2 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

2ol

2.2

Pengertian Tanah, pada sub bab ini akan dikemukakan

beberapa pengertian tanah dan istilah tanah yang

meliputi :

2.1.1 Pengertian umum

2.1.2 Pengertian menurut Undang-undang Pokok Agraria
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1978 ten-

tang Fatwa Tata Guna Tanah

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan ketentu-

an umum mengenai rencana tata guna tanah dan tata

cara pemberian fatwa tata guna tanah.

BAB 3 SEJARAH, FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pada bab ini, penulis akan menguraikan :

3.1

3.2

Sejarah Badan Pertanahan Nasional dengan keputusan
Presiden No.55 tahun 1955 tentang pembentukan  Ke=-
menterian Agraria sampai berubah menjadi Badan Per-
tanahan Nasional melalui keputusan Presiden No.26
tahun 1988.

Fungsi dan Peranan Badan Pertanahan Nasional

Pada sub bab ini, penulis menguraikan fungsi dan pe-

ranan Badan Pertanahan Nasional mulai dari tingkat

Pusat éémpéi péda tingkat daéfah:atau kabupaten,




BAB 4 PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PENG=

ATURAN TATA GUNA TANAH DAN MASALAHNYA

Untuk melihat lebih lanjut tentang peranan Badan  Per-

tanahan Nasional mengenai pengaturan tata guna tanah

maka dibahas lebih lanjut dalam sub bab ini sebagai be-
rikut :

4.1 Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan tanah
yang di dalamnya diuraikan mengenai manfaat  tanah
bagi manusia dan tanah-tanah yang dapat didayaguna=-
kan.

4.2 Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan, disini
akan dikemukakan gambaran singkat daerah penelitian
penulis dan beberapa fase pengadaan tanah untuk pem-
bangunan.

4.3 Masalah Yang Timbul Berkenaan Peranan Badan Perta-
nahan Dalam Rangka Tata Guna Tanah
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang
timbul dalam rangka tata guna tanah maka lebih lan-
jut dibahas dalam sub bab berikut ini
4.3.1 Beberapa hambatan pada pelaksanaan tata guna

tanah di daerah Kabupaten Luwu oleh Badan Per-

tanahan
4.3.2 Analisa Masalah Sekitar Peningkatan Peranan:

$adan Pertanahan-Nasional Dalam’ Pembangunan,-




BABS5 P E
Bab
bab
5.1

5.2

disini penulis menguraikan beberapa analisa
tentang sekitar peningkatan peranan - Badan
Pertanahan Nasionagl: dalam pembangunan.
NUTTUP
ini adalah merupakan bab terakhir dari keseluruhan
yang berisikan-:
Simpulan, sebagai uraian penyimpulan dari ~=seluruh
rangkaian bahasan dalam skripsi ini.
Saran, yang penulis tunjukkan dalam usaha pembuatan
undang-undang yang mengatur mengenai tata guna ta-
nah dan peningkatan pengawasan Badan Pertanahan Na-
sional terhadap pemberian fatwa tata guna tanah.



BAB 2

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

2.1 Pengertian Tanah

Sebelum penulis membicarakan mengenai pengertian  tanah
maka penulis terlebih dahulu menguraikan secara ringkas dan
sederhana mengenai istilah tanah sebagai berikut :
Istilah tanah dapat diartikan dalam tiga hal antara lain :

a. Tanah tempat tumbuh tanaman yaitu suatu tanah yang ni-
lainya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghasil-
kan tanaman, hal ini dapat diukur dengan kesuburannya
dan kegersangannya.

b. Tanah yang dapat diangkat atau dipindahkan, disini ar-
tinya tanah sejajar dengan mineral yaitu unsur-unsur
dasar yang membentuk suatu kesatuan bahan organik dan
nilainya diukur dengan ton atau meter kubik.

c. Tanah yang diartikan sama dengan tempat atau ruang di-
mana tanah tersebut tidak dapat diangkut tetapi ter-
dapat di muka bumi dan nilainya diukur dengan luas
seperti hektoare, meter bujur sangkar dan sebagainya.

2.1.1 Pengertian Umum

Menurut pengertian geologis-agronomis, tanah ialah la-
pisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaat-
kan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, ta-

nah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan

9
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yang digunakan untuk bangunan disebut tanah bangunan.

Pengertian di atas lebih sempit apabila  dibandingkan
dengan pengertian tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria.
2.1.2 Menurut UUPA No.5 tahun 1960 pasal 4 ayat 1 jo pasal 1

ayat 4 disebutkan :

Pasal 4 ayat 1,

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaki

sud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas

tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat di-

berikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik  sen-

diri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan -
badan hukum.

Pasal 1 ayat 4,

Dalam pengertian bumi, selain permukaan -bami termasuk

pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah

air.
Isi dari kedué pasal tersebut di atas dapat menggaﬁbarkan
bahwa kedua pasal tersebut mengandung pengertian mengenai ta-
nah karena isi dari pasal tersebut memberikan pembatasan pe-
ngertian tanah dan permukaan bumi, itu dijumpai pula dalam
penjelasan pasal demi pasal atas pasal 1 (satu).

Sehubungan dengan itu, penjelasan umum bagian II (1) me=-
negaskan dalam pada itu hanya permukaan bumi saja yang dise=-
but tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang sebab arti tanah
bagi kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan
dari tanah,

Berkaitan dengan isi pasal-pasal yang memuat pengertian
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mengenail tanah, berikut ini dipaparkan komentar dari dua orang
sarjana yang mengomentari pasal-pasal UUPA tersebut di atas.

Y.W. Sunindhia, dan Ninik wWidiyanti ( 1988 : 8 ) menge-
mukakan sebagai berikut

Selaku fenomena yuridis c.q. hukum positif kita, tanah
itu dikualifikasikan sebagai " permukaan bumi " sedang -
kan di dalam pengertian bumi itu termasuk pula, " tanah
dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah
air " (UUPA pasal 4 (1) jo pasal 1 (4). Pembatasam pe=-
ngertian tanah dengan permukaan bumi itu kita jumpai pu-
la dalam penjelasan umum bagian II/(1) sebagaimana yang
telah dikemukakan di atas.

Juga Budi Harsono ( 1970-1971 : 135 ) memberikan wuraian

bahwa :

Pertama-tama diadakan perbedaan antara pengertian " bumi

dan tanah ¥ Menurut pasal 4 ayat 1 tanah adalah permuka-

an bumi, sedang dalam pengertian bumi, menurut pasal 1

ayat 4, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi

serta yang berada di bawah air.

Bangsa Indonesia tidak lain adalah masyarakat _secara .
keseluruhan, sedangkan bumi termasuk dalam pengertian tanah
mempunyai hubungan yang tiada putus-putusnya dimana sejak ma-
nusia itu lahir telah mempergunakan tanah dalam arti  pemon-
dokan dan tempat untuk mengurus segala kepentingan hidupnya,
dan bahkan pada waktu manusiapun meninggal masih membutuhkan
tanah untuk pemakamannya.

2.2 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 3 tahun 1978 tentang

Fatwa Tata Guna Tanah

Dalam Undang-undang Pokok Agraraia pasal 14 dan 15 dibe-

rikan sesuatu ketentuan umum mengenai rencana tata guna tanah
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Hal ini diadakan untuk mencapai apa yang menjadi cita - cita
bangsa dan negara dalam bidang agraria, sehingga diperlukan
adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan per-
sediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagail kepenting-
an hidup rakyat dan warga, agar setiap peruntukan dan  peng-
gunaan tanah menjamin terwujudnya asas kelestarian, seimbang
dan optimal maka setiap pemberian sesuatu hak atas tanah,
pemberian izin perobahan penggunaan tanah harus didasarkan
pada fatwa tata guna tanah.

Pasal 14 UUPA memberikan ketentuan tentang rencana umum
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa untuk kepentingan hidup rakyat dan negara se-
bagai berikut :

a. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2
ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan
2 pemerintah dalam rangka sosilisme Indonesia, membu-
at suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan
dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta ke~
kayaan alam yang terkandung di dalamnya :

1. Untuk keperluan negara,

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperlu-
an suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan
Yang Maha Esa,

%, Untuk Keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat
sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan,

4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertani--
an, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan
ity,

5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, trans-
migrasi dan pertambangan.

b..Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal
ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersang-
kutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, perun=-
tukan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk
daerah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
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c. Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat
2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, me-
ngenai daerah tingkat I dari Presiden, daerah tingkat
II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan
dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota / Kepala
Daerzh yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut oleh pemerintah
disiapkan rancangan undang-undang tentang tata guna tanah na-
mun selama beberapa tahun ini masih belum juga disahkan seba-
gai undang-undang. Dari pihak Badan Pertanahan Nasional sen-
diri (dulu Direktorat Jenderal Agraria) sehubungan dengan hal
ini telah dikelurkan peraturan Direktorat Jenderal Agraria No.
2 tahun 1968, tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri No.3 tahun 1978 tentang masalah yang sama.

Menurut peraturan tersebut, setiap pemberian hak atas ta-
nah dan pemberian izin perobahan penggunaan tanah pada azas=-
nya harus disertai dengan fatwa tata guna tanah ( pasal 2 (1).
Hal tersebut adalah dimaksudkan supaya setiap peruntukan dan
penggunaan tanah menjamin terwujudnya azas kelestarian, se=-
imbang dan optimal.

Fatwz tata'.guna tanah tersebut merupakan penilaian teh-
nis obyektif dan salah satu bahan pertimbangan dalam meng=
usulkan penyelesaian permohonan sesuatu hak atas tanah dan
pemberian izin perobahan penggunaan tanah ( pasal 2 ayat 2 ).

Perkataan pada azasnya harus disertai dengan fatwa tata guna

tanah seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari peraturan
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Menteri Dalam Negeri dalam rangka pemberian hak atas tanah me-
nurut surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1978

No. Btu 6/12/6-78 haruslah diartikan kepada setiap permohonan

sesuatu hak atas tanah yang baru yang belum ada fatwa tata
guna tanah.
Siapa yang berwenang untuk memberikan fatwa tata guna

tanah tersebut. Dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam

Negeri disebutkan bahwa, pejabat yang berwenang memberikan

fatwa tata guna tanah ialah pejabat yang disebut dalam  Per-

aturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972
ditentukan batas kewenangan dari aparatur Pemerintah yaitu
kepala wilayah Kecamatan, Bupati, Gubernur KDH dan Menteri
Dalam Negeri berkenaan dengan pemberian hak milik, hak  guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak
penguasaan atau ijin membuka tanah.

Mengenai tata cara pemberian fatwa tata guna tanah di-
tentukan sebagai berikut :

a. Untuk pemberian sesuatu hak atas tanah yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 Jjo Pera-
turén Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 yang ‘wewenangs
nya ada pada Kantor Direktorat Agraria Propensi, penyusun-
an fatwa tata guna tanahnya dilakukan oleh kantor sub- Di-

rektorat Agraria cq. Seksi tata guna tanah kabupaten dan
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evaluasi serta pemberian fatwa oleh Kantor Direktorat Ag-
raria cq. Sub Direktorat Tata Guna Tanah Propensi.

Untuk pemberian suatu hak atas tanah yang berdasarka Per -
aturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 jo  Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 yang wewenangnya ada
pada Kantor Direktorat Jenderal Agraria, penyusunan fatwa
tata guna tanahnya dilakukan oleh Kantor Agraria cq. Sub-
Direktorat Tata Guna Tanah Propensi dan evaluasi serta
pemberian fatwa oleh Kantor Direktorat Jenderal Agraria cq.
Kepala Direktorat Tata (Guna Tanah.

Isi dari fatwa tata guna tanah tersebut adalah berupa

penilaian terhadap :

a.
b.
C.
d.
e.

f.

g.

Keadaan penggunaan tanahnya

Kemampuan tanah

Persediaan air

Kemungkinan pengaruh penggunaan tanah daerah sekitarnya
Rencana induk dan denah perusahaan

Aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah
Aspek-aspek azas-azas tata guna tanah

Untuk keperluan penyusunan fatwa tata guna tanah terse-

but di atas dikenakan biaya yang dibebankan kepada pemohon

hak yang besarnya ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan ta-

nah, jenis permohonan hak atas tanah, letak tanah yang dimohon

luas tanah yang dimohon.
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Biaya tersebut harus dibayar oleh pemohon kepada Kantor Sub-
Direktorat Agraria Eabupasen/Kotamadya atau Kantor Direktorat
Agraria Propensi Daerah Tingkat I sesual yang dimaksud calam
ketentuan tersebut di atas.

Dengan adanya keharusan untuk mendapatkan fatwa tata gu-
na tanah dalam setiap pemberian hak atas tanah dan pemberian
izin perobahan penggunaan tanah ini diharapkan penggunaan-dan
penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di negara kita, dapat
ditertibkan dan tanah tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan
secara optimal dan berdaya guna sehingga penggunaan, pengua=-
saan dan pemilikannya dapat diarahkan kepada sasaran pokok
yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat.

Usaha tersebut juga dapat dinilai sebagai langkah  per-
mulaan dalam rangka penataan kembali penggunaan, pemilikan
dan penguasaan tanah sebagaimana yang telah digariskan dalam
ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN sebagai salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di dalam
PELITA III.

Dalam hal pengadaan tata guna tanah ini, pemerintah se-
laku pengayom masyarakat tidaklah menetapkan secara begitu
saja mengenai kewenangan penggunaan tanah untuk kepentingan
masyarakat, tetapi memakai pertimbangan-pertimbanggn yang ma-
tang atas dasar penelitian-penelitian yang telah dilakukannya,

apakah tanah tersebut mampu menerima behan-beban kegiatan/
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usaha yang-akan dilakukan masyarakat sebab kalau tidak mampu
sedang usaha peﬁdayagunaannya telah dilakukan, maka tanah itu
kemungkinan akan menjadi rusak sehingga mendatangkan kerugian
bagi masyarakat yang bersangkutan.

Tentang tata guna tanah dalam hal ini dapat diketahui de-
ngan adanya kegiatan pembuatan peta topografi dari pemotret -
an udara.

Kegiatan tata guna tanah yang berlaku setempat akan me-
nentukan proyek-proyek yang bagaimana yang pantas pada lokasi
tersebut, dan selain itu bagi kegiatan-kegiatan pembukaan ta-
nah dapat ditentukan metoda pembukaan tanah yang perdu dilak-
sanakan pada areal térsebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, G. Kartosapoetra dkk,

( 1985 : 25 ) memberikan contoh sebagi berikut :

Misalnya suatu proyek tramsmigrasi akan ditempatkan di

suatu daerah tertentu, sedangkan daerah itu  berdasarkan
peta topografi diketahui lahan yang berawa-rawa atau se-

lalu dibasahi dengan genangan air, maka dengan sendiri-

nya kalau proyek tersebut dipaksakan dibangun di daerah

tempat ini akibatnya akan menimbulkan mala petaka atau

terjadinya berbagai gangguan dan hambatan terhadap para

transmigrasi.

Dari uraian tersebut di atas, mengajak para pemakai ta-
nah kiranya sebelum merencanakan suatu kegiatan atas sebidang
tanah sebaiknya perlu diperhatikan petunjuk-petunjuk dari pi-
hak pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional seksi

tata guna tanah.




BAB 3

SEJARAH, FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

3.1 Sejarah Badan Pertanahan Nasional

Sebelum penulis mengemukakan sejarah Badan Pertanahan Na-
sional tersebut di atas, terlebih dahulu dikemukakan riwayat
instansi/organisasi keagrariaan hingga pada akhirnya berubah
menjadi Badan rertanahan Nasional, sebagal berikut. :

Pertama kali dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.
55 tahun 1955 yang isinya pembentukan Kementeriaan Agraria,
dan kemudian disusul lagi dengan diundangkannya UU No. 7/1958
tentangjperalihan-tﬁgas dan: wewenang Agraria dari Menteri Da-
lam Negeri kepada Menteri Agraria.

Pada tahun 1961 keluarlah Keputusan Menteri Agraria KNo.
SK 112/Ka/61l tentang pembagian tﬁgas wewenang Agraria, hingga
pada tahun 1962 masih dikenal Menteri Agraria, dan pada bulan
Jéli tahun 196L4 Kementerian Agraria berdiri sendiri yang pada
saat itu Menteri Agraria dijabat oleh R. Hermanses.

Menjelang tahun 1966 nama Departemen Agraria disebut se-
bagail Deputi Menteri: Kepala Departemen Agraria, dan dengan:
keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.l tahun 1967 saat
itu pula Departemen Agraria kembali di turunkan menjadi Di-
rektorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi di bawah Departe -
men: Dalam Negeri.

Pada tahum 1968 Instansi Transmigrasi menjadi Departemen

18
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi satu departeman sampai
pada tahun 1982 maka resmilah kembali Direktorat Jenderal Ag-
raria di bawah naungan Departemen Dalam Negeri.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu Kkesim-
pulan bahwa instansi keagrariaan ini telah beberapa kali me-
ngalami perubahan struktural pemerintahan disebabkan oleh
bergabungnya instansi ini dengan departemen lain seperti De-
partemen Tramsmigragi. dan”Tenaga Kerja, DepartemeniDalam Ne-
geri dan setelah bergabung dengan Departemen Dalam Negeri
hingga pada tahun 1982 Direktorat Jenderal Agraria kembali di
bawahi Departemen Dalam Negeri. Akhirnya dengan adanya surat
Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1988, Direktorat Jenderal
Agraria berubah namanya menjadi Badan Pertanahan Nasional,
sebagaimana yang penulis akan kutipkan dalam kutipan Keputus-
an Presiden No. 26 tahun 1988 di bawah ini :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 26 tahun 1988
Tentang
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Keputusan Presiden Republik Ipdonesia menetapkan Badan

Pertanahan Nasional dengan struktural organisasi sebagai be-

rikut :

LRI O IR B B
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Pasal 4
Badan Pertanahan Nasional terdiri dari :

1. Kepala

2. Deputi Bidang Umum

3, Deputi Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan
Tanah

4. Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah

5. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

6. Deputi Bidang Pengawasan

7. Pusat Penelitian dan Pengembangan

8. Pusat Pendidikan dan Latihan

9. Staf Ahli

10. Kantor Wilayah.

Tata Kerja

1. Semua unsur lingkungan Badan Pertanahan Nasional da-
lam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam
lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun dalam hu-
bungan antara instansi pemerintah untuk kesatuan ge-
rak sesuai dengan tugasnya.

2. Badan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya mendapat
pembinaan dan pengarahan dari Menteri atau Menteri -
Menteri yang akan ditunjuk Presiden.

Dengan dikeluarkannya KeputusaniPresiden Republik Indo-

s il
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nesia No. 26 tahun 1988, seperti yang penulis kutipkan di

atas, lebih lanjut dapat diketahui kedudukan fungsi dan tugas

Badan Pertanahan Nasional itu berdasarkan bab I pasal 1 kepu-

tusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Badan Pertanzhan Nasional dalam Keputusan Presiden
ini selanjutnya disebut Badan Pertanahan adalah Lem-
baga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2

Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam
mengelola -dan mengembangkan administrasi pertanahan
baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun
peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi
pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan ta-
nah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran pendaftar-
an tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebi-
jaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal 2 Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan
dan penggunaan tanah.

b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan
pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah

mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Un-
dang-undang Pokok Agraria.

c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftar-
an tanah dalam upaya memberikan kepastian hak-hak di-
bidang pertanahan.

d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas -. tanah dalam
rangka memelihara tertib administrasi di dalam bidang
pertanahan. i
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e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga - te-
naga yang diperlukan di bidang administrasi pertanah-
an.

Dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 keputusan ini maka
berarti secara resmi organisasi Direktorat Jenderal Agraria
terlepas dari tubuh Departemen Dalam Negeri terhitung mulai
dari tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan
juga setelah terbentuknya organisasi tersebut, maka seluruh
satuan organisasi di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal
Agraria di Ibukota Propinsi, Kantor Agraria Kabupaten / Kota-
madya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Perta -
nahan Nasional.

Jadi dari uraian tersebut di atas maka riwayat baru da-
lam organisasi Badan Pertanahan Nasional secara resmi berdiri
sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara
pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden No.26 tahun 1988
yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli tahun 1988
oleh Presiden Republik Indonesia, dengan demikian maka secara
" yuridis bahwa riwayat Badan Pertanahan Nasional berdasarkan
Keputusan Presiden No.26 tahun 1988.

3,2 Fungsi Dan Peranan Badan Pertanahan Nasional

Dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988
tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai suatu -.organtsasi
non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presi-

den maka sudah barang tentu dalam struktural organisasi mem-

Y



23

punyai peranan serta fungsi masing-masing mulai dari pemerin-

tah di tingkat pusat ( Kepala ) tingkat Propensi ( Kanwil )

dan pada daerah tingkat II/Kotamadya/Kabupaten disebut  KXan-
tor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten, :masing-masing mempunyai
tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di pusat berdasarkan Ke-
putusan Presiden No.26 tahun 1988, mempunyai tugas serta
fungsi sebagaimana yang penulis telah kemukakan pada hala-
man 21 dan 22 terdahulu, ( pasal 2 dan 3 ).

Adapun tugas dan peranan Badan Pertanahan Nasional di pu-
sat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasio=-
nal No.11/KBPN/1988,./dalam masing-masing lingkungan kéerjd::
A. Deputi Bidang Umum.
Peranan dan fungsinya adalah :
Deputi bidang umum adala unsur pelakeana sebagian tugas
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dibidang adminis-
trasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab lang-
sung kepada kepala.
Deputi bidang umum mempunyai tugas memberikan pe=-
layanan administratif bagi seluruh satuan organisasi di
lingkungan Badan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan
tugasnya.
Deputi bidang umum berfungsi antara lain :
a. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan rumah
tangga serta urusan ketatausshaan lainnya dalam

lingkungan Badan Pertanahan.




24

b. Mengelola dan membina administrasi kepegawaian;
keuangan, perlengkapan dan organisasi dalam
lingkungan Badan Pertanahan.

c. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
dan melakukan pengkajian masalah hukum dibidang
pertanahan.

d. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala.

B. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Ta-
nah.
Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Pertanzhan Nasional di bidang pengaturan, pengn -
‘dsaan. dan peﬂatagunaan tanah berdasarkan kebijaksanaan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala.

Untuk menyelenggarakantugasnya maka Deputi ini mem-

punyai fungsi antara lain :

a. Menghimpun dam mengolah data sebagai bahan pe-
nyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan
tanah dan penatagunaan tanah.

b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama seca-
ra terpadu dengan Depatemen atau lembaga peme-
rintah baik di pusat maupun di daerah dalam
rangka penyerasian penatagunaan tanah dengan
rencana tata ruang wilayah

c. Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan

tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya.

. LT e
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d.. Melakukan pengendalizn atas penguasaan, pemi-

Q..

€. Deputi Bidang-Hak-hak Atas Tanah

Deputi bidang hak-hak atas tanah mempunyai tugas melak -
sangkan sebagian tugas Badan Pertanahan di bidang peng-
urusan hak dan pengadaan tanah untuk keperluan instansi
pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas maka deputi bidang hak-hak atas tanah mempunyai
fungsi sebagai berikut :

e

b.

Ce

€e

D. Deputi

likan dan pemanfaatan tanah, serta pengalihan

haknya.
Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Melzksanakan peraturan perundang-undangan di bi-
dang pertanahan yang menyangkut pengurusan hak-
hak atas tanah.

Mengurus dan mengawasi pelaksandan pengadaan ta-

nah untuk keperluan instansi pemerintah.

Mengurué pemberian perpanjangan jangka waktu,
pembaharuan, penghentian dan pembatalan hak-hak
atas tanah.

Menyelesikan sengketa hukum di bidang pertanahan
serta kegiatan penertiban hak-hak atas tanah,
Lain-lain yang ditetapakan oleh Kepala.

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
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Deputi bidang pengukuran dan pendaftaran tanah mempu-
nyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanah-
an di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
Selain tugas tersebut juga deputi tersebut mempu-
nyai fungsi sebagai berikut
a. Menyusun rencana dan melaksanakan pengukuran
pemetaan dan pembukaan hak atas tanah.
k.. Mengadministrasikan pendaftaran hak-hak atas
tanah dan pembebanan hak atas tanah.
C. Memberikan tanda bukti hak atas tanah dan tanda
bukti pembebanan hak atas tanah.
d. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepalaﬁ_
Deputi Bidang Pengawasan

Deputi bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan peng:

awasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang-
an di bidang pertanzhan dan menyelenggarakan  adminis-
trasi pertanahan pada unit-unit kerja di lingkungan Ba-
dan. Pertanahan baik pusat maupun daerah..
Adapun fungsi deputi pengawasan tersebut adalah :
a.. Menyiapkan rencana pengawasan di bidang perta=
nahan
b. Menyiapkan norma atau petunjuk pemeriksaan, pe-
nilaian, pengujian dan pengusutan di bidang per-
tanahan.
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F. Pusat Penelitian Dan Pengembangan
Pusat penelitian dan pengembangan mempunyai tuzas me=-
laksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perta-
nahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
kepala dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dari bidang tersebut di atas adalah :

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bi-
dang pengaturan penguasaan dan penatagunaan ta-
nah.

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bi-
dang hak-hak atas tanah serta pengukuran dan
pendaftaran tanah.

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bideéag
administrasi dan pengawasan.

d. Melaksanakan urusan perpustakaan Badan  Perta=
nahan

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1989
mempunyai tugas dan fungsi.sebagai berikut :

A. Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi, yang
selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil BPN,
adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke-
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pada Xepala Badan Pertanahan Nasional.

Kanwil BPN- mempunyai tugas untuk melaksanan sebagian tu-
gas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional propensi di
daerah yang bersangkutan.

Kanwil BPN mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tu-
gas di bidang pertanahan.

b. Mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pe-
milikan tanah, penatagunaan tanah, pengukuran
hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaf-
taran tanah.

c. Melaﬁsanakan bimbingan dan pengendalian serta
melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan
dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, peng-
urusan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah

d. Melaksanakan urusan tata usaha dan perundang -
undangan.

B. Tugas dan fungsi Kantor BPN pada daerah tingkat II.
Kantor ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan
wilayah daeran tingkat II atau kotamadya yang bersang =
kutan.

Adapun fungsi dari kantor tersebut di atas adalah :

a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan péngu-

asaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan

L T
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hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftar-
an tanah.

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengatur-
an penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurus,-
an hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah.

c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Setelah diuraikan tugas serta fungsi dari keseluruhan or=-
ganisasi Badan Pertanahan Nasional baik pada tingkat :-.- ‘pusat
maupun pada wilayah daerah tingkat I dan II, yang keseluruhan-
nya adalah merupakan tugas mulia dari negara untuk mengatur
serta menertibkan untuk menunjang keseimbangan penggunaan ta-
nah dengan kesejahtéraan masyararakat pada umumnya, sehingga
dengan demikian Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan
yang sungguh penting atas tanah, seperti dengan adanya = tugas
serta fungsinya maka jelas bagi masyarakat secara keseluruhan
bahwa Badan Pertanahan Nasional berperan menjamin kepastian

hukum khususnya pendayagunaan dan pemilikan tanah.




BAB 4

PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA 'PENGATURAN
TATA GUNA TANAH DAN MASALAHNYA

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu mengenai
tugas serta fungsi dari Badan Pertanahan Nasional maka dapat
kita menarik kesimpulan bahwa peranan Badan Pertanahan Nasio-
nal adalah tidak lain untuk menjamin kepastian hukum, yang
meliputi kepastian atas hak-hak yang timbul di atas tanah itu
secara keseluruhan.,

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka peranan Badan
Pertanahan Nasional dalam rangka pengaturan tata guna tanah
akan diuraikan selengkapnya dalam sub bab berikut ini ;

4.1 Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan dan Pendayagunaan Tanah

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan apabila me-
reka memanfaatkan tanah yang dikuasai, mengolah sebaik-baik -
nya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang ber=-
laku yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, karena
tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah
dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tumpuan masa
depan kesejahteraan manusia itu sendiri, sehingga wajib kalau
manusia mendayagunakan tanah sesuai dengan keadaan tanah ter-
sebut, dengan kata lain perkataan sistem pendayagunaan serta
pengelolaan tanah akan menentukan peningkatan-peningkatan ke-

se jahteraan rakyat.
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karena manusia itu hidup'bermasyarakat'dan.dhlam;masyara-
kat itu dilakukan berbagai macam usaha dan kegiatan yang pada
dasarnya tidak terlepas dari masalah pertanahan, umpamanya,
bertani, berusaha industri, kegiatan pembangunan perkampungan
dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka demi kelancaran kKegiatan-
kegiatan dan usaha-usaha serta untuk mengegah hambatan-hamba-
tan yang nantinya akan timbul, sehingga pemerintah mengadakan
penataan pendayagunaan tanah.

Dengan demikian tanah merupakan faktor utama bagi kehi-
dupan manusia, maka tanah wajib dilestarikan dipelihara sede-
mikian rupa agar tetap produktif, sebab kalau tidak demikian
tanah akan menimbulkan bencana atau kerugian, karena bila ke-
gairahan para petani untuk meningkatkan produk-produk perta -
nian dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan itu dila-
kukan tanpa mengingat daya kemampuan tanah atau menanami ta-
nah dengan tanaman yang kurang selaras dengan daya kemampuan
tanah itu mungkin saja pada permulaan akan diperoleh sesuatu
hasil yang menggembirakan, tetapi selanjutnya hasil itu akan
merosot dan akan menimbulkan kerugian-kerugian terhadap peta-
ni yang beesangkutan karena sudah tidak sesuai dengan pendaya-—
gunaan tanah yang semestinya.

Adapun tanah-tanah yang mampu didayagunakan sebagai ta-
nah lahan pertanian adalah sebagai berikut ;

Lanah-tanah yang mempunyai kondisi datar atau hampir da-

tar merupakan tanah subur dengan kedalaman yang baik tidak
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mengandung batu-batu atau kerikil, gejala-gejala erosi tidak
nampak, curah hujan dan musimnya sangat baix terhadap tanaman
yang akan didayagunakan atau dibudidayakan. Lahan tersebut di.
sini tidak terkena banjir sewaktu musim hujan dan mudah men-
dapatkan aliran air pengairan pada waktu musim kemarau.

Adapun tanah-tanah yang tidak mampu didayagunakan seba-
gai lahan tanah pertanian yaitu :

Tanah berbatu-batu yang keadaannya datar dan adapula mem-
punyai kemiringan, namun demikian perlakuan - perlakuan de=-
mikian praktis perlu dilaksanakan akan tetap bermanfaat bagi
kehidupan manusia dan tidak menimbulkan kerugian serta benca-
na, maka tanah tersebut tidak ada salahnya jika didayagunakan
dengan cara menanami pepohonan yang buahnya dapat dipetik dan
ditanami rumput yang dapat dimakan hewan/ternak ataukah kalau
tanahnya memang tandus supaya dihijaukan dengan menanam  po-
hon-pohon yang dapat menarik curah hujan, karena dengan meto-
de seperti inilah yang merupakan tindakan melestarikan serta
mendayagunakan tanah yang sangat diharapkan pemerintah bahkan
masyarakat pada umumnya.

Karena selain itu tanah merupakan faktor produksi dalam
pertanian yang bermanfaat bagi perkembangan dan kelangsungan
hidup manusia, olehnya itu tanah perlu dipelihara sebaik-baik-
nya sebagaimana redaksi pasal 15 UUPA yang berbunyi sebagai

berikut :
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Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang
badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan haukum
dengan tanzh itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomi
lemah.

Adapun maksud dari pasal tersebut di atas adalah semua
orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, mempunyai
kewa jiban untuk memelihara, menambah kesuburannya serta men-
cegah kerusakannya,
fiereka yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah bukan saja
yang mempunyai hak milik, melainkan juga yang mempunyai hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa serta hak-
hak lainnya atas tanah harus dipelihara dengan baik, yaitu
dipelihara dengan cara-cara yang lasim dan sesuai dengan pe-
tunjuk-petunjuk dari instansi yang bersangkutan.

Oleh karena tanah mempunyai fungsi sosial, berarti harus
ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepenting--
an masyarakat dan negara dalam pendayagunaan tanah tersebut
untuk itu pemilik tanah harus selalu melakukan pemeliharazn -
pemeliharaan atas tanah miliknya dan mendayagunakan sedemiki-
an rupa agar tanah berproduksi dengan produktif sehingga ha-
silnya selain mencukupi kebutuhan sendiri dapat pula dipasar-
kan, dengan demikian masyarakat turut menikmati hasil olahan
tanah tersebut.

Pemilikan tanah dalam hal menyewakan penggarapannya ke-

pada petani lain, tidaklak secara mutlak menyerahkan tanggung
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jawab pemeliharaannya kepada pengagarap ‘melainkan pula harus
secara gotong royong antara pemilik tanah dan penggarap, le-
bih-lebih dalam rangka bagi hasil, dimana pemilik tanah me-
nyediakan pupuk penyubur tanaman dan lain-lain karena diper -
lukannya secara kebersamaan akan hasilnya nanti.

Pemerintah telah memberikan hak-hak kepada para pemilik
tanah, baik untuk mendayagunakan tanah perlindungan teérhadap
hak itu, maupun pemberian fasilitas-fasilitas bagi kelancar -
an pendayagunaan tanah tersebut, untuk hal ini pemilik harus
mengimbanginya dengan membayar iuran atau pajak seperti Ipeda
sehingga pembangunap-pembangunan prasarana. baik untuk kepen-
tingan sendiri maupun kepentingan umum dapat dirasakan dengan
lancar,

Para petani pemilik tanah di negara kita umumnya dapat
diklasifikasikan daiam petani ekonomi lemah, yang artinya ba-
nyak menderita kekurangan-kekurangan modal untuk meningkatkan
hasil produksi tanamannya, justru itulah pemerintah menyedia-
kan kredit-kredit karena dengan meningkatnya hasil produksi
tanaman pangan dan selain kepentingan petani itu sendiri juga
kepentingan masyarakat banyakﬁun mencukupi, sehingga dapat
menjamin keseimbangan antara keberhasilan dan pemeliharaan
pelestarian tanah, dengan demikian tercerminlah fungsi sosial
dari pada tanah, maka dengan adanya hasrat pemilik tanah un-
tuk menyuburkan dengan sendirinya petani lain akan tertarik

sehingga tanah-tanah pertanian tidak ada yang terlantar.
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Kalau kita perhatikan dan pelajari secara mendalam ten-
tang ketentuan-ketentuan hukum tanah yang berlaku sekarang di
Indonesia jelas dinyatakan bahwa mengajak masyarakat tidak
membiarkan tanah terlantar yang konsekwensinya agar tanah itu
bermanfaat bagi pemilik dan juga bagi orang lain.

Dalam pendayagunazn tamah tidak berarti secara keselu=-
ruhan melainkan pemilik mempunyai batas-batas tanah  sebagal
hak milik yang sewajarnya didayagunakan dan lain halnya apa-
bila hal semacam ini diwujudkan dalam hak usaha bagi hasil.
Masalah pendayagunasn tanah dari segala aspek maka peranan
hukum sangat. penting di dalamnya menyangkut masalah fungsi ta-
nah bagi kelangsungan hidup manusia secara bermasyarakat, hak-
hak dan kewajiban manusia terhadap pemilikan dan pendayaguna-
annya serta politik dan kebd jaksanaan pemerintah dalam meng-
atur masalah pertanahan bagi kepentingan hidup warga negara
umumnya..

Undang-undang Pokok Agraria mengimgini agar setiap orang
memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mence-
gah kerusakannya. Pribadyo Sosroatmodjo ( 1980 : 156 ) menge-
tengahkan sebagai berikut :

Penggunaan tanah tidak bisa dilepaskan dengan kepenting-

an dan tujuan penggumaan tanah di belakang hari, dalam

penggunaan tanah sebelumnya harus dipertimbangkan kepada
hal-hal yang berkaitan dengan macam atau corak usaha yang
akan diusahakan atau usgha yang diinginkan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

hendak diusahakan di atas areal tanah miliknya hendaknya ke-

R
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adaan usaha itu diperhatikan apakah cocok atau tidak dengan
tanah yang diperuntukan, karena kalau tidak dengan cara-cara
demikian tidak menutup kemungkinan usaha ini akan tidak mem-
berikan hasil sebagaimana yang diharapkannya tadi.

Jika dianalisa secara mendalam, Undang-undang Pokok Ag-
raria mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang berisi nilai-
nilai pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
para pemegang hak atas tamah yang dampaknya dapat dirasakan
oleh masyarakat.

Nilai-nilai tersebut adalah mendidik para pemegang hak
atas tanah untuk hidup tertib, berkeédilan sosial, mendidik
para pemegang hak atas tanah untuk tidak menerlantarkan tanah
dan mendidik para pemegang hak atas tanah untuk mengutamakan
perawatan atas tanahnya agar tanah tetap berkemampuan membe-
rikan manfaat-manfaat yang meningkat bagi kesejahteraan hidup
dan mendidik para pemegang hak atas tanah agar aktif / rajin
memberikan perlakuan-perlakuan yang positif terhadap tanah
sehingga tanan tetap lestari bagi kepentingan hidup manusia
dan mendidik pemegang hak atas tanah untuk hidup tidak ter-
lalu mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan masya-
rakatpun harus diﬁerhatikan demi tercapainya ketenangan hidup
bersama, dan mendidik para pemegang hak atas- tanah untuk hi-
dup hemat menjauhkan diri dari kaum lintah darat dan segala

perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur pemerasan.
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Nilai tersebut di atas mutlak harus dilaksanakan para
pemegang hak-hak atas tanah karena merupakan kewajibannya.

Tercukupinya kebutuhan manusia akan bahan pangan dikare-
nakan manusia mampu mengolah dan mendayagunakan tanah, kemam-
puan manusia untuk mengolah tanah dan mendayagunakan ternyata
tidak terlepas pada usaha untuk mencukupi kebutuhan bidang
pangan saja, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas yang
menyangkut perkembangan kehidupan seperti, tanah untuk peru-
mahan, pendirian untuk berbagai induatri;.perkantoran; *pendi-
dikan tempat beribadah dan tempat pemakaman manusia sendiri.

TLuas tanah semakin terbatas sedangkan penduduk  berkem=-
bang terus dengan ﬁesatnya, sehingga jumlah penduduk yang
ingin mendayagunakan tanah menjadi tidak seimbang dengan ke-
adaan tanahnya, dalam keadaan demikian tanpa adanya peraturan
yang tegas maka tanah sering menjadikan malapetaka bagi manu-
sia yang disebabkan karena perbuatan hak yang menimbulkan per-
selisihan, ataupun pendayagunaan tanah yang salah.

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria khususnya
pendayagunaan tanah oleh pemilik tanah tidak diperbolehkannya
dengan sewenang-wenapg atau semau hati untuk mengolah tanah-
nya sendiri melainkan harus memperhatikan peruntukan tanah
itu sendiri sesuai dengan tata guna tanah yang telah diatur
oleh Badan Pertanahan Nasional. éelain dari hal tersebut juga
karena sifat dan fungsi dari tanah di Indonesia adalah ber-

fungsi sosial artinya di dalam mempergunakan tanah tidak ter-

lepas dari tujuan peruntukan tanah itu sendiri.
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4.2 Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan

Sebelum penulis mengetengahkan pengadaan tanah untuk ke=-
perluan pembangunan maka lebih dahulu penulis mengemukakan
keadaan atau gambaran singkat Daerah Tingkat II Luwu sebagai
wilayah penelitian penulis.

Kabupaten Luwu adalah salah satu daerah tingkat II di
Propensi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian utara Su-
lawesi Selatan dan;berbatasan dengan :

Utara + Propensi Sulawesi Tengah

Selatan : Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang

Timur : Teluk Bone dan Propensi Sulawesi Tengara

Barat : Kabupaten Enrekang, Tana Toraja dan Mamuju

Kabupaten Luwu memiliki luas 17.791,43 Xm®

atau kurang 1lebih

30 % dari luas seluruh Propensi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu terdiri dari 21 Kecamatan, 148 Desa dan 8 Ke-

lurahan 32 Desa Persiapan termasuk di dalamnya 1 kota Adminis-
tratif yang membawahi 2 Kecamatan, 6 Kelurahan, 3 Desa dan 1

Desa Persiapan.

Penggunaan lahan Kabupaten Luwu dapat diperinci demikian

a. Kampung/pekarangan : 16.249 Ha 0,91 %
b. Sawah ¢ 76.799 Ha 4,32 %
¢. Tegalan : T7.429 Ha 0,45 %
d. Ladang s T.192 Ha 0,{0 %
e. Kebun campuran : 60.005 Ha 3,37 %
£. Perkebunan ©: 21.859 Ha 1,23 %
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g. Empang/Tambak . 12.780 Ha 0,72 %
h. Hutan lebat/belukar : 1.5%6.505 Ha 86,36 %
i, Hutan Bakau : 14.172 Ha 0,80 %
j. Alang-alang : 15.742 Ha 0,88 %
k. Danau, Sungai, Rawa :  9.879 Ha 0,56 %

Daerah tingkat II Luwu dihuni oleh 12 kelompok etnis de=-
ngan 9 bahasa daerah yang digunakan antara lain :
1. Bahasa To Ware ( Bugis-Luwu )
2. Bahasa Toraja
3, Bahasa Toala/Paili
4. Bahasa Rongkong/Seko/Rampi
5. Banasa Limolang
6. Bahasa Wotu
7. Bahasa Pamona
8. Bahasa Mengkongga/Mengkoka,
9., Bahasa Bajoe
Status Tanah

Status tanah dalam wilayah Kabupaten Luwu pada  umumnya
terdiri dari tanah-tanah Milik Adat yang belum terdaftar baik
pada kantor IPEDA/PBB maupun pada Kantor Pertanzhan dan tanah-
tanah Negara bebas ( Tanah yang dikuasai langsung oleh nega: =
ra ).

Sumber data : Bappeda tingkat II Luwu,
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Setelah dikemukakan sekelumit tentang daerah tingkat II
Luwu maka selanjutnya akan diuraikan pengadaan tanah untuk di
peruntukan kearah pembangunan.

Di dalam Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 terdapat
beberapa pasal yang mengatur tentang pengadzan tanah ada'ah,
.sebagai berikut :

Pasal 13, mengatur pelepasan tanah milik instansi, pasal 17
mengatur cara pembayaran dengan beban sementara, pasal 27
penyediaan biaya pengadaan tanah, pasal 49 mengatur cara-ca =
ra pembayaran dengan beban tetap, pasal 78 mengatur perobah -
an/pergeseran dan kgitannya dengan pengadaan tanah yang lebih
luas dari pada yang tercantum dalam DIP, pasal 84 mengatur ke-
wajiban pimpro untuk menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan
yang telah selesai termasuk dokumen pembebasan tanah.

Menurut S.R. Nur ( 1986 : 7 ) diketengahkan sebagai ber-

ikut

L]

Beberapa kegiatan pengadaan tanah dalam rangka  mensuk-
seskan pembangunan yang selama beberapa Repelita telah
dan akan diteruskan pada Repelita IV diantaranya  untuk
kegiatan-kegiatan :

1. Proyek-proyek pembangunan dalam rangka pembangunan
sektoral yang dananya dari APBN,

2. Proyek-proyek pembangunan daerah atau regional yang
dananya bersumber dari APBD.

3. Pengadaan tanah untuk lokasi transmigrasi

4. Pengadaan tanah untuk lokasi perumzhan rakyat ( Perum-
nas ) dan perumahan sederhana dalam rangka fasilitas
Kredit Bank Tabungan Negara.

5. Pengadaan tanah untuk keperluan perkebunan oleh PTP.




-

41

Pengadaan tanah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 2 tahun 1985 dimaksudkan adalah tujuan utama memperlancar
dan mempercepat penanganan pengadaan tanah. Jiwa dari per-
aturan tersebut di atas adalah meniadakan campur -tangan pa-
nitia dan menyerahkan kepercayaan serta tugas wewenang kepa=-
da pimpinan proyek dan camat bersangkutan.

Syarat-syarat mengenai lokasi, letak dan luas .%anahnya
yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan haruslah sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan bertalian dengan pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.,15 tahun 1975 serta keten-
tuan-ketentuan yang berlaku dan terkait padanya antara lain
surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1985 No.590/4236/
AGR.

Soetomo ( 1984 : 2 ) menyatakan sebagai berikut :
Pembangunan dan tempat ( tanah ) tidak bisa dipisahkan
satu sama lain. Karena itu kebijaksanaan pembangunan dan
kebijaksanaan pertanahan haruslah sejalan dan tidak bo-
leh saling mengabaikan, di samping itu penggunaan tanah
dan hak tanah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat
dipisahkan.

Pengadaan tanah untuk pembangunan hingga saat sekarang
telah melalui beberapa fase antara lain :

1. Masa sebelum tanggal 3 Desember 1975

John Salindeho ( 1987 : 65 ) menyatakan sebagai berikut :

Kurang lebih selama 50 tahun ( dihitung sampai 1975 )

apabila pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan

%edung sebuah kantor dan tidak tersedia tanah negara

yang bebas dari hak seseorang/badan) maka dilakukan peme
belian dengan bantuan panitia pembelian tanah untuk di=-

nas.
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Panitia pembelian tanah seperti yang dimaksudkan di atas
panitia itulah yang berembuk dengan para pemilik tanah atau
bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya, untuk memusyawa-
rakan jumlah uang ganti ruginya, mengatur tentang harga pem-
bayaran harga tanah tersebut oleh pemerintah/instansi yang
membutuhkannya serta menyiapkan dokumentasi serta administra-
sinya.

Dengan inventarisasi terhadap semua hak orang, baik soal
tanahnya juga bangunan kalau di atas tanah tersebut berdiri
bangunan atau tanaman yang tumbuh di atasnya, adalah  begitu
penting karena tanpa berbuat demikian akan dapat menimbulkan
berbagai masalah.

2. Masa sejak tanggal 3 Desember 1975

Dalam masa ini banyak daerah yang menempuh dengan cara
masing-masing, misalnya membentuk panitia pembelian secara
permanen karena tidak dapat menunda atau menanti keputusan de-
mi keputusan pembentukan panitia tersebut.

Coba diperhatikan pula kebijaksanaan yang ditempuh  me-
nyangkut penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan. - peru-
mahan dalam suatu kompleks yang sangat luas dimana dibutuh-
kannya tanah yang luas pula dengan segala macam hak dan benda
yang ada di atasnya. Dari saat itu pula oleh pemerintah me-
nempuhnya.suatu jalan yang dianggap lebih baik yaitu membuat
peraturan-peraturan yang baru dan sekaligus meniadakan hukum

yang lama dari pada setiap kali harus kita menyesuaikan dengan
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UUPA, sehingga dibentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
15 tahun 1975, maka panitia yang dibentuk diberi nama panitia
pembebasan tanah, olehnya itu istilah yang lasim digunakan
dalam waktu lalu yaitu istilah pembelian, tidak digunakan lagi
bertentangan dengan UUPA.

Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975
dibentuk setelah sangat dirasakan perlu adanya Kkebijaksanaan
yang baru guna menampung program-program pemerintah dalam
pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 ini jauh le-
bih baik dan memenuhi kemungkinan untuk menopang kegiatan dan
rencana pembangunan.

Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975
adalah jauh lebih baik dibandingkan peraturan yang lama namun
tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan di da-
lamnya sebagai salah satu kekurangan peraturan tersebut ada-
lah terletak pada pelaksanaannya dimana masi ada yang melaku-
kan pembebasan hak atas tanah, sedangkan ada badan hukum se-
suai peratuaran pemerintah No. 38/1963 yang dapat mempunyai
tanah hak milik atau hak guna bangunan sehingga apabila hak
serupa itu dibutuhkan untuk pembangunan, maka dapat saja di-
wujudkan jual beli lalu dibalik nama.

Karena hak tersebut telah kembali menjadi tanah negara
maka harus dibuat juga bukti pemilik baru dengan cara membuat

surat ukur/gambar situasi sebagai bukti autentik kepemilikan
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hak yang sah atas tanah, dengan alasan bahwa pengukuran tanzh
adalah untuk melakukan pembebasan hak, sedangkan pembuatan su-
rat ukur/gambar situasi adalah untuk menyelesaikan hak baru.
3., Sejak berlakunya Peraturan “enteri lalam ﬁegeri No. -2/1985

varis besar mengenai isi dari pada Peraturan Henteri Da-
| Iam Negeri No.2 tahun 1985 adalah sebagai berikut ;

a. Mendekatkan pimpinan Proyek dengan camat

b. Meletakkan beban untuk menyediakan tanah bagi pem-
bangunan

c. Diperlukan kecepatan, sampai ditiadakan penugasan Pa-
nitya pembebasan tanah bagi tanah-tanah yang diperlu-
kan

d. Mengenai tanah yang diperlukan oleh suatu badan atau
instansi harus dengan akte jual beli Camat PPAT.

e. “engenai tanah yang dibutuhkan oleh badan hukum atau
instansi pemerintah harus diselenggarakan dengan pem-
bebasan tanah serta pelepasan hak dengan akta pelepas-

- an hak dibuat oleh Camat selaku kepala wilayah

g. Di atas dari 5 Ha tetap ditangani oleh Panitia Pembe-
basan tanah. '

Menurut pengalaman, pengadaan tanah di kota-kota  besar
seperti misalnya Jakarta, ‘‘edan dan Ujung Pandang Jjauh bt beras
beda dan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, dibandingkan
dengan pengadaan tanah di kota-kota kecil atau di Kecamatan

maupun Desa-desa.
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Lepas dari harga tanah yang memang sangat berbeda juga
menyangkut dengan apa yang ada di bawah permukaan tanah atau
agak jauh ke dalam, misalnya saja hal yang dimaksud penulis
adalah tanah-tanah yang hendak dibebaskan sebagai salah satu
kebutuhan pembangunan pemerintah, bilamana tanah tersebut ber-
ada di kota-kota besar seperti tersebut di atas serigg di ba-
wah tanah tersebut terdapat sarana kepentingan umum misalnya
pipa induk air minum, pipa induk gas listrik, pipa kabel te-
lepon, pipa saluran pembuangan dan lain sebagainya,

Dari uraian tersebut di atas tentu memerlukan kembali
pemikiran oleh karena sebelumnya dana yang telah dipersiapkan
oleh pihak yang membutuhkan hanyalah semata-mata untuk ganti
rugi tanah sedangkan di dalamnya terdapal sarana kepentingan-
kepentingan umum sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa, apa-
kah pihak atau instansi yang membutuhkan tanah tersebut dapat
dibebankan untuk menyediakan dana untuk menyediakan sarana itu
dan bagaimana seandatnya dana untuk memindahkan sarana terse-
but lebih besar dari pada harga tanah yang dibutuhkan,

Dalam hal pengadaan tanah tidazklah begitu mudah sehingga
bertitik tolak dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No, 15 tahun 1975, bahwa di dalam hal pengadaan tanah  perlu
adanya pembebasan dengan demikian maka pembentukan panitianya
atau panitia pembebasan tanah terdiri dari

unsur-unsur sebagai berikut

e oo okt S
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Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya selaku Ke-
tua merangkap anggota.

Pejabat dari pemerintah daerah-tingkat.II yang ditun=
juk oleh Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala
Daerah sebagai anggota.

Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah atau pejabat
yvang ditunjuk sebagai anggota.

Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang mem-
butuhkan tanah, sebagai anggota.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau
pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah ba-
ngunan dan atau Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya, Jjika
mengenai tanah pertanian, sebagai anggota.

Kepala Kecamatan sebagai anggota.

Xepala Desa atau Kelurahan atau yang dipersamakan de-
ngan’itu sebagai anggota.

Seorang pejabat dari Kantor Agraria Kabupaten/Kotama-
dya sebagai sekretaris, bukan anggota ( pada ummmnya )

ditunjuk Kepala Seksi pengurusan Hak-hak atas tanah.

Dari sejumlah panitia tersebut di atas berdasarkan pasal

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975 panitia itu

bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat,
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terhadép keadaan tanahnya, tanaman dan tumbuh-tumbuhan
dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. E

- Mengadakan perundingan dengan pemilik atau pemegang hak

atas tanzh.

- Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkannya.

'- Membuat berita acara disertai fatwa/pesrtimbangannya.

- Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada

yang berhak.

Tugas-tugas yang tertera di atas, dijalankan oleh pani-
tia setelah diajukan permohonan tertulis oleh instansi yang
membutuhkan tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan
setelah dilanjutkan kepada panitia yang bersangkutan sesuai
pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975

Dengan susunan panitia yang terdiri dari berbagai unsur-
unsur dan instansi, ditambah wakil dari instansi yang mem -
punyai kebutuhan tanah diharapkan akan menghasilkan - pekrtim=
bangan yang obyektif. Demikian pula dengan tugas-tugas Yyang
telah digariskan diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama,
terutama mengenai besarnya ganti rugi atas tanah.

Menurut Effendi Perangin ( 1986 : 53 ) :

Dalam membuat akta pelepasan hak, jangan dilupakan k*au=-

sula yang dapat mencegah terjadinya vakum yuridis dalam

penguasaan tanah yang bersangkutan. Isinya ialah bahwa
saat terjadinya ( dilaksanakannya ) pelepasan hak oleh
yang mempunyai tanah ialah, tidak pada saat diadakan per-

janjian pelepasan hak, tetapi pada saat diperoleh hak
yang baru oleh pihak yang membebaskan.
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Acara pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan peme-
rintah dilakukan sekaligus dihadapan panitia pembebasan tanah
Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagaimana dimaksud di
dalam surat Edaran Dirjen Agraria No. 12/108/12/75 tertanggal
3 Desember tahun 1975 dengan tidak memerlukan lagi pembuatan
| akta pelepasan hak secara khusus dihadapan Kepala Sub Direk-
torat Agraria Kabupaten/Kotamadya, Camat ataupun Notaris,

Lain halnya dengan pelepasan hak untuk kepentingan swas-
ta harus dilakukan dengan pembuatan akta pelepasan yang dibu-
at dihadapan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotama-
dya, Camat atau Notbaris setempat.

Pada pelepasan hak untuk kepentingan pemerintah, tidak
dikenakan lagi biaya tambahan yang telah ditetapkan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961.
Para anggota dan sekretaris panitia pembebasan tanah masing-
masing mendapat honorarium sebesar 1/4 % dari keseluruhan bi-
aya ganti rugi atas tanah termasuk tanaman dan bangunan de-
ngan ketentuan untuk seluruh anggota panitia, tersebut dibe -
rikan maksimum sebesar 1,5 % dan uang honorarium tersebut me-
rupakan pendapatan pribadi.

Pembuatan akta pelepasan hak untuk kepentingan swasta
pejabat-pejabat yang membuat akta pelepasan hak harus berpe-
doman pada Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1961 dan di-

perkenankan untuk memungut biaya maksimum sebesar 1,5 %.
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3 Masalah yang Timbul Berkenaan Peranan Badan Pe¥tanahan

Nasional Dalam Rangka Tata Guna Tanah

Persoalan tentang tata guna tanah merupakan masalah per-
nahan yang cukup banyak mendapat perhatian selain persoalan
ntang landreform. Betapa tidak kalau landreform menyangkut
rsoalan tentang usaha mewujudkan keadilan sosial bagi selu-
h rakyat Indonesia secara merata, maka masalah tata.- guna
nah adalah menyangkut bagaimana menentukan pemanfaatan ta-
h secara optimal dan berdaya guna yang mempunyai arti pen-
ng bagi pelaksanaan pembangunan.
dang-undang Pokok Agraria memberikan ketentuan umum menge-
i rencana tata guna tanah ini. Hal diadakan untuk mencapai
a yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang
raria, sehingga diperlukan satu rencana mengenai peruntukan
nggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk

rbagai kepentingan hidup masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut oleh pemerintah di
apkan suatu rancangan undang-undang tentang tata guna tanah
mun selama beberapa tahun ini masih belum juga disahkan se-
gai undang-undang.

Jauh sebelumnya, yaitu pada awal orde baru, tepatnya ta-
n 1967 di Jakarta diselenggarakan seminar Tata Guna  Tanah
n salah satu hasil dari seminar tersebut itulah desakan un-

k perlunya segera ada undang-undang yang mengatur Tata Guna

nah.
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Oleh karena dengan undang-undang tersebut dimaksudkannya
menjamin kepastian hukum mengenai penyediaan, peruntukan dan
penggunaan, tanah. Jika kita kembali kepada sistematika dari

UUPA sendiri, bahwa pengertian agraria dalam pasal 2 ayat 1

| dan pasal 4 UUPA yaitu meliputi bumi,air dan ruang angkasa

maka seyogianyalah pemerintah mengadakan undang-undang  tata
guna tanah yang di dalamnya mencakup secara keseluruhan yaitu
bumi, air serta ruang angkasa. Berkaitan dengan hal tersebut;
A.P. Parlindungan ( 1990 : 127 ) menyatakan sebagai berikut :

Secara explicit dibicarakan oleh pasal 14 ayat 1, pasal,
16 ayat 2 jo pasal 14 ayat 2 UUPA.

Demikian juga dapat sekaligus dibicarakan pokok - pokok
dari pada kegiatan-kegiatan dari ketiga aspek . apgraria
tersebut maupun lain-lain yang berkaitan, seperti soal
industri pertambangan dan pelaksanaan dari fungsi sosial
dari pada hak-hak tersebut di atas sekaligus seperti ju-
ga ditekankan GBHN untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Sekali lagi bahwa UUPA ( Agraria ) tidak hanya membica-
rakan soal di atas bumi ( tanah ) saja tetapi juga mem-
bicarakan spal: air dan ruang ahgkasa dan kekayaan  alam
yang terkandung di dalamnya, maka sepatutnya juga seka-
ligus rencana undang-undang tersebut adalah undang -un-
dang tata guna agraria.

Mengenai tata cara pemberian fatwa tata guna tanah ( se-
perti telah diuraikan sebelumnya ) dapat ditentakan sebagai
berikut :

a. Untuk pemberian suatu hak atas tanah yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 yang
wewenangnya berada pada Kantor Direktorat Propensi pe-

nyusunan fatsa tata guna tanahnya dilakukan oleh Kan-
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tor Sub-Direktoratar Agraria cg. Seksi Tata Guna Ta-
nah Kabupaten dan evaluasi serta pemberian fatwa oleh
Kantor Agraria cq. Sub-Direktorat Tata Guna Tanah Pro-
pensi.

b. Untuk pemberian suatu hak atas tanah yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 jo Per-
aturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 yang we-
wenangnya ada pada Kantor Direktorat Jenderal Agraria
penyusunan fatwa tata guna tanahnya dilakukan oleh
Kantor Direktorat Agraria cq. Sub-Direktorat Tata Gu-
na Tanah Propensi dan evaluasi serta pemberian fatwa
oleh Kantor Direktorat Jenderal Agraria cq. Kepala
Direktorat Tata Guna Tanah.

Isi dari fatwa tata guna tanah tersebut adalah

a. Keadaan penggunaan tanahnya

b. Kemampuan tanah

c. Persediaan air

d. Kemungkinan pengaruh bangunan tanah daerah sekitarnya

e. Rencana induk dan denah perusahaan

f. Aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah

g. Aspek-aspek tata guna tanah

Untuk keperluan penyusunan fatwa tata guna tanah tersebut

di - atas .dikenakan'1 biaya yang dibebankan kepada pemohon yang
besarnya ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan tanah, letak

tanah yang dimohon, jenis permohonan hak atas tanah dan luasnya.
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Biaya tersebut harus dibayar oleh pemohon kepada KXantor
Sub-Direktorat Agraria Kébupaten/Kotamadya atau Kantor Direk-
torat Agraria Propensi.Daerah Tingkat I sesuai dengan yang
dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas.

Dengan adanya keharusan untuk mendapatkan fatwa tata gu-
na tanah dalam setiap pemberian hak atas tanah dan pemberian
izin perobahan penggunaan tanah itu diharapkan penggunaan dan
penguasaan serta pemilikan tanah yang ada di negara Republik
Indonesia ini dapat ditertibkan dan tanah tersebut benar- be-
nar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berdaya guna supaya
penggunaan, pehguasaan dan pemi}ikannya dapat diaralikan kepa-
da sasaran pokok yaitu mewujudkan kese jahteraan masyarakat
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1982
tentang penertiban dan pendayagunaan tanah secara produktif,
menyebutkan j; :agar dalam rencana induk pengembangan daerah
menggunakan data dasar yang tersedia pada Direktorat Agraria
inventarisasi tanah-tanah pertanian dan bangunan agar tanah
dimanfaatkan

Kalau kita membaca publikasi No. 128 Induk rencana Kerja
10 tahun Direktorat Tata Guna Tanah tahun 1979 - 1989 maka
disebutkan dalam halaman 17 kebijaksanaan penggunaan tanah se-
bagai berikut :

1. Pemukiman

2. Kegiatan buka pedesaan di desa




3.
4,

5.
6.
7.
8.
9.
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Pertanahan

Pertambangan
Transmigrasi

Wisata

Hutan suaka produksi
Peternakan

Industri

Dalam menenthkan_arah kebi jaksanaan peruntukan pengguna-

an tanah bahwa yang harus menarik manfaat dari tanah adalah

rakyat banyak dan penggunaan tanah hendaknya dilandasi oleh

asas-asas sebagai berikut :

a.
b.

C.

Penggunaan optimal

Pola penggunaan yang seimbang

Manfaat yang lestari yang dalam hal ini telah terma-
suk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan yang bisa

dialihgunakan dan langkah-langkah pengawetan tanah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1978 tentang

fatwa Tata Guna Tanah dalam menimbang menyatakan bahwa :

agar setiap peruntukan tanah, dan penggunaan tanah men jamin

terwujudnya asas kelestarian, seimbang dan optimal maka seti=-

ap pemberian sesuatu hak atas tanah, pemberian izin perobahan

penggunaan tanah harus didasarkan pada tata guna tanah.

Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap pemberian

hak atas tanah dan pemberian izin perobahan penggunaan tanah

pada asasnya harus disertai déngan fatwa tata guna tanah.
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Kalau kita melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas
maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 3 tahun 1978 ini adé-
lah tentang Fatwa Tata Guna Tanah namun ketentuan dari pasal
14 UUPA belum dilaksanakan sehingga fatwa tersebut bisa saja
tidak dilaksanakan apalagi kalau ada tekanan tertentu.

Dan jika kita melihat obyektif dari fatawa tata guna ta-
nah tersebut menyangkut kepada urban use planning, dan mungkin
ditambah dengan desa, jadi tidak mencakup lain-lain daerah,
belum mengatur secara nasional Jjenis-jenis pemakaian tanah,

Timbul pertanyaan sebenarnya tugas siapakah land . use
planning di kota atau tepatnya penetapan zoning tersebut ?
Kalau zoning=-zoning tersebut berdasarkan PERDA, tentunya yang
berhak bicara adalah pemerintah kotamadya tertentu, oleh ka-
rena pemerintah pusat hanya akan mengatur dan mengawasi suatu
land use, yaitu yang telah dikurangi dengan wewenang dari da-
erah otdonomi:.

Ataukah kita berprinsip bahwa soal zoning adalah tetap
wewenang dari pemerintah pusat sebagai yang ditekankan dalam
pasal 2 ayat 1 UUPA, maka tentunya perlu suatu peraturan yang
khusus yang mendelegasikan wewenang agraria pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah terutama daerah otonom tingkat IT
sedang daerah tingkat I hanya memberi advis ke pusat.

Ada satu lagi ketentuan tentang-land use yaitu keputusan
bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 191
tahun 1969 No.SK. 83/0/1969 tentang penyediaan dan penzgunaan

tanah untuk keperluan pelabuhan.
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Dalam ketentuan ini meliputi lingkungan kerja dan tempat
~ berlabuh bagi kapal dan lain-lain kendaraan laut untuk menye-
lenggarakan bongkar muat barang, hewan dan manusia dan menye-
diakan tanah untuk keperluan bangunan-bangunan terminal dan
fasilitas lain dan dengan suatu tata guna tanah yang menjamin
keserasian dan keseimbangan dengan usaha-usaha dalam bidang-
bidang lain di daerah letak pelabuhan yang bersangkutan.

Pelabuhan adalah merupakan bagian dari kota, maka kalau
akan mendirikan kota yang baru dari hutan belantara itu sama
sekali harus membuat denah tentang letak dari segala sesuatu
atau dengan kata lain harus ditata lebith dahulu umpamanya le=-
tak rumah walikota, Kantor walikota, perumahan pejabat- peja-
bat, pertokoan atau pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

Tapi kalau kita menghadapi kota yang sudah hidup dengan
sendirinya cara tersebut di atas tidak mungkin lagi, olehnya
itu rencana kota haruslah diartikan sebagai kegiatan pemerin-
tah kota dengan tujuan tertentu atau hal-hal yang diinginkan
warga kota atau dipandang seyogianya menjadi kebutuhan warga
kota bersama.

Dari uraian-uraian tersebut di atas adalah bermaksud un-
tuk menuju suatu suasana yang nyaman atau dengan kata lain
seperti yang dimaksud dalam publikasi No. 225 Direktorat Tata
Guna Tanah, bahwa tujuan dari pada perencanaan kota bagi kota
yang sudah tumbuh adalah berusaha supaya aman, tertib, lancar

dan sehat atau dapat disingkat dengan ATLAS.
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Dari kata ATLAS ini dalam publikasi tersebut di atas di-
rumuskan sebagai berikut :
Aman berarti :

Terlindung dari adanya pencurian, kebakaran, banjir, ba-

haya lalu lintas dan sebagainya.
Tertib berarti :

Adanya pelayanan yang baik terhadap masyarzkat dalam ber-

bagai kepentingan.
Lancar berarti :

Pelayanan tersebut di atas terwujud sebagaimama yang di-

kehendaki bersama baik masyarakat maupun pemerintah.
Sehat berarti :

Sistem penanggulangan hal-hal yang dapat membangkitkan

wabah penyakit telah dapat dibasmi.

Namun demikian hal tersebut adalah pengaruh dari faktor
kesadaran masyarakat terhadap peruntukan tanah, penguasaan
tanah yang telah diatur sebagai hasil kerja keras dari Sub-
seksi Tata Guna Tanah.

Tidak terlepas dari hal tersebut juga tidak menutup ke-
mungkinan akan adanya masalah-masalah yang berkenaan dengan
pelaksanaan tata guna tanah sebagaimana yang penulis dapat -
kan. dalam wawancara tanggal 13 Mei 1991 dengan Kepala Seksi
Penatagunaan Tanah di Kantor Pertanahan Luwu, bapak Ir. T. Onto
Utomo, oleh beliau dijelaskan sebagai berikut :
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Yang menjadi masalah maupun hambatan-hambatan dalam hal

pelaksanaan tata guna tanah di daerah Luwu khususnya adalah

1.

3.

Belum adanya undang-undang secara khusus yang mengatur ma-
salah Tata Guna Tanah, hal ini masih tergantung pada Per-
aturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1978 tentang fatwa
Tata Guna Tanah,
Leﬁbaga yang menangani mengenai Tata Guna Tanah telah be-
berapa kali berubah nama olehnya itu secara otomatis atur-
annya belum begitu berlaku betul lembaganya berganti lagi
dan juga lembaga tersebut masih dalam tahap konsolidasi
organisasi ( pembenahan organisasi ).
Buktinya :
Adanya bangunan-bangunan yang tidak sesuai pola tata
guna tanah, dimana pemerintah daerah memberikan izin
begitu saja kepada permohonan mendirikan bangunan itu
tanpa memperhatikan keadaan dari tanah serta situasi
dan kondisi daerah tersebut.
Masyarakat belum sadar betul akan tata guné tanah.

Masalah-masalah lain adalgh penggunaan tanah yahg tidak

sesuai dengan pola tata guna tanah, seperti contoh kasus yang

penulis’tembkan dalam penelitian di lokasi sebagai berikut :

Peruntukan

‘ Pompa Bensin ( Salu Bulo )

1. Tata Ruang

- Peruntukan pompa bensin tersebut tidak sesuai dengan
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maksud dari tata ruang karena tata ruang menghendaki
pencegahan penggunaan tanah secara tidak terkendali se-
hingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dedang
tersebut mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan di-
mana lokasi tersebut adalah diperuntukan sebagai  pe-
mukiman rakyat sedang yang didirikan di atasnya adalah
peruntukan pompa bensin.
2. Penggunaan Tanah
- Penggunaan tanahnya pada peruntukan pompa bensin ter-
sebut tidak disesuaikan dengan pola tata guna tanah
oleh karena pada daerah tersebut jika digunakan untuk
usaha pompa bensin akan mengganggu kelancaran lalu lin-
tas dimanz jalan tersebut adalah poros jalan propensi
dan juga akan merubah status jalur jalan.
%, Perobahan Penggunaan Tanahnya
- Untuk merubah suatu penggunaan tanah mengenai usaha
yang akan didirikan terlebih dahulu mengetahui bagai-
mana keadaan tanah disekitar peruntukan usaha  apakah
cocok diubah dari peruntukan pekarangan menjadi .jasa
atau tidak, sedang pada lokasi pompa bensin tersebut
terjadi perobahan penggunaan tanah akibat keiidaktahu-
annya bagaimana sebernarnya fungsi tata guna tanah.
4. Asas LOS/ATLAS
- Melihat apa yang menjadi tujuan dari ILOS yaitu un tuk

kelestarian suatu daerah peruntukan dan penggunaan ta=-
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nah yang optimal demi keseimbangan yang akan dicapai
maka, pada peruntukan pompa bensin tersebut adalah ti-
dak sesuai dengan asas LOS karena pada lokasi itu ter-
dapat sungai kecil dan jalan raya, hal ini bertentang-
an dengan SK Mentan No. 837/Kpts/Um/II/1980, yang isi-
rya adalah ; untuk mendirikan suatu usaha harus sesuai
dengan :sempedan: sungai dan sempedan jalan yaitu Jarak
antara 10 sampai 15 meter dari lokasi usaha.

Dari kasus tersebut di-atas jika dikaitkan dengan aspek

guna tanah maka hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang

diuraikan di dalam aspek tata guna tanah dimana di dalamnya

diuraikan suatu aspek tata guna tanah sebagai berikut :

1. Tata ruang harus sesuai dengan rencana induk, pengwilayah-

an komoditi, rencana kawasan industri, rencana tata batas

hutan dan lain-lain peraturan mengenai tata ruang.

2. Teknis tata guna tanah yang berisikan :

W

-

Penggunaan tanahnya disesuaikan dengan keadaan tanah di-
sekitarnya.

Penyesuaian perobahan penggunaan tanahnya.

Kesesuaian asas LOS/ATLAS

Kemampuan tanah dalam menghasilkan.

Kesesuaian keadaan sosial ekonomi

Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan yang obyektif jika

hendak memohon pemberian hak untuk mendayagunakan tanah se-

suai

fungsinya.
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4.3,1 Hambatan-hambatan

Hambatan-hambatan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka

tata guna tanah adalah sebagai berikut :

- Lack of priority dan policy, seningga tidak dapat di-
Kembangkan land use planning tersebut.

- Lack of information, karena tidak jelas informasi ba-
gaimana akan melaksanakan sistem pengawasan.

- Lack of manpower, hambatan-hambatan tenaga yang teram-
pil akan selalu merusak dan menggagalkan usaha land
use planning tersebut.

4.3.2 Analisis masalah sekitar peningkatan peranan Badan Per-
tanahan Nasional dalam pembangunan.

4, Kesesuaian wilayah

a.1 Kesesuaian dari ketinggian dan lereng ( wilayah
tanah usaha ) berdasarkan kriteria konsepsi  wi-
layah tanah usaha dianalisa; klasifikasi wilayah
tanah usaha (persediaan tanah) kemudian dihitung
tipe tiap wilayah tersebut, dan membandingkan
tipe usaha tani yang direncanakan'( Bakoptranas/
PT Perkebunan ) dapat dikstahui kesesuaian  tipe
usaha tersebut.

a.2 Pertimbangan sosial ekonomi
Faktor-faktor penunjangjperighambat sehubungan de-

ngan keadaan :
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- Kepadatan penduduk
- Agama dan sifat khusus penduduk
- Kemungkinan pemasaran hasil
- Transfortasi
- Kemungkinan mendatangkan alat-alat berat untuk
pembukaan tanah
- Status tanah di daerah sekitarnya
B. Kesesuaian Fisik Tanah
Dengan kriteria klasifikasi kesesuaian tanah pada
lampiran-lampiran dari data kemampuan tanah dibuat =--
analisa dengan faktor-faktor pembatas terhadap :
1. Kesesuaian tanah untuk sawah
2. Kesesuaian tanah--untuk tegalan
3. Kesesuaian tanah untuk tanaman tahunan, khusus
untuk proyek perkebunan dibahas komoditi utama
yang akan diusahakan di daerah survei.
4. Luas tanah yang dilindungi ( terjal, tepi su-
ngai )
5. Luas tanah yang tidak dapat dipergunakan lain-
nya ( berbatu, rawa, gambut )
C. Kesesuaian dari segi pengusahaan tanah
Dari data penggunaan tanah saat ini dibuat analisa
sebagai berikut :
1. Luas tanah yang digarap oleh penduduk
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2. Luas tanah yang telah dipergunakan/dicadangkan
untuk kegiatan tertentu selain kegiatan pokok.

3. Sisa tanah yang dapat disediakan untuk proyek.

D. Tanah Tersedia dan Daya Tampung

1. Dari kesesuaian wilayah dan fisik tanah serta
kesesuaian dari segi pengusahaan tanah dibuat
analisa tentang tanan tersedia.

2. Analisa umumnya kegiatan yang akan dilakukan
di dalam survei sebagai berikut :
- Perincian kebutuhan tanah per kepala keluar-

ga.

- Perincian kebutuhan tanah untuk bangunan

umum/pabrik dan lain sebaginya.




BAB 5

PENUTTUP

5.1 Simpulan
Setelah diuraikan dari keseluruhan bab-bab terdahulu ma-
-ka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara formil belum ada ketentuan yang mengatur ma-
salah tata guna tanah dan untuk sementara waktu di-
mana undang-ur;dang fatwa tata guna tanah belum diun-
dangkan maka pelaksanaan tata guna tanah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1978.

2. Pelaksanaan tata guna tanah di daerah tingkat II Luwu
sering mengalami hambatan-hambatan yang disebabkannya
oleh tidak adanya landasan atau pedoman tentang peng-
ertian dan manfaat tata guna tanah.

5.2 Saran

Setelah penulis mengetengahkan beberapa kesimpulan --ke=
simpulan di atas maka selanjutnya penulis memberikan saran -
saran yang dianggap bermanfaat sebagai berikut :

1. Seyogianya pemerintah secepatnya mengundangkan undang-

undang organik yang mengatur tentang peruntukan tanah,
pemeliharaan tanah, penggunaan tanah dan lain sebagai-
nya sehingga tanah dapat memperbaiki taraf hidup bagi
manusia.

2. Melihat belum adanya suatu ketentuan yang mengatur
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secara formil masalah tata guna tanah maka diharapkan
agar Badan Pertanahan Nasional tetap memberikan penyu-
luhan dan bimbingan terhadap masyarakat akan penting-
nya fatwa tata guna tanah.

% . Diharapkan agar Badan Pertanahan Nasional meningkat-
kan pengawasan dan pemberian penyuluhan kepada masya-
rakat dalam memecahkan masalah atau hambatan-hambatan

tefhadap.pelaksanaan tata guna tanah.
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